KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 149 TAHUN 2023
NOMOR: 683 /KPTS/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

. Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

. bahwa Gubernur Sumatera Selatan di hadapan Rapat Paripurna

LXIX Pembicaraan Tingkat Pertama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Agustus 2023,
menyampaikan Penjelasan Pengantar Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas dan diteliti
serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;

. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan telah melaksanakan tahapan - tahapan pembahasan
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan,
dan dalam Rapat Paripurna LXIX Pembicaraan Tingkat Kedua pada
tanggal 31 Agustus 2023 telah dapat menerima dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2024,

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Provinsi Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau  dalam  Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2021 Nomor 95) ;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA
SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024.



Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana yang disampaikan Gubernur Sumatera
Selatan pada Rapat Paripurna LXIX Pembicaraan Tingkat Pertama
DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Agustus 2023.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 10.949.809.805.940
2. Belanja Rp. _11.100.120.882.628
(Defisit) (Rp. 150.311.076.688)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 289.311.076.688
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 139.000.000.000
Pembiayaan Netto Rp. 150.311.076.688
SiLPA Tahun Berjalan NIHIL
Pasal 3

Semua hasil konsultasi Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-
Komisi DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Pasal 4

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024
kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia guna dievaluasi.



Pasal 5

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
: KETUA,
H. HERMAN DERU Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH



